
 
 

 
 

 
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA 

NOMOR 62 TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

     BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 
 
Menimbang   : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 133 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sehingga dapat tercapai sasaran yang telah ditetapkan di 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015, maka 
harus disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kabupaten Kutai Kartanegara; 
 

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Kutai Kartanegara Tahun 2013 dibuat sebagai pedoman 
dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) 2013; 
  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan b diatas, perlu segera menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 
 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 

 
 



 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Repulik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( 
Lembaran Negara  Tahun  2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4844); 
 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

 
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 
 

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2010-2014; 

 

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 
tentang  Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013; 

 
18. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 17 

Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Provinsi Kalimantan 

Timur Tahun 2013; 
 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 
Nomor 11); 

 
 
 

 
 

 



 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 
Tahun 2010 Nomor 16); 

 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 

Tahun 2010  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai 
Kartanegara Tahun 2010  Nomor 17); 

 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai 
Kartanegara Tahun 2010 Nomor 27); 

 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 
Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan 

Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 
Nomor 10). 

 

 
MEMUTUSKAN 

   
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUTAI 
KARTANEGARA TAHUN 2013 

 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara dan 
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten. 

 
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah perangkat daerah pemerintah daerah selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang. 

  

 
 
 

 
 

 



 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut 
RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 adalah 

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 
(satu) tahun, yaitu tahun 2013. 

 
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 

TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala 

daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai 
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala 
daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya 

terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat 
lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

 
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 

belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

 
 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 

 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 

Tahun 2013 menjadi Pedoman bagi TAPD dan Perangkat Daerah 
dalam menyusun program, kegiatan dan anggaran yang disusun 
berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja. 

 
 

BAB III 

TATA CARA 
 

Pasal 3 
 

(1) Usulan program kegiatan dan anggaran dari setiap SKPD 

dituangkan dalam KUA APBD Tahun 2013. 
 

(2) SKPD menyampaikan dan berkonsultasi dengan Panitia 
Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana 
Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2013. 

 
 

Pasal 4 

 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai 

Kartanegara Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam 
lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

BAB IV 
PENUTUP 

  
Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 
 

Ditetapkan di Tenggarong 
pada tanggal 8 Juni 2012 

 

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 
 

 
 

 

            RITA WIDYASARI 
 

diundangkan di Tenggarong 

pada tanggal 8 Juni 2012 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, 
 
 

 
  

HAPM. HARYANTO BACHROEL 

       
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

TAHUN 2012 NOMOR 62 
 

TELAH DIKOREKSI OLEH    

NO. NAMA JABATAN PARAF 

1. DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM Sekretaris Daerah  

2. H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum Ass. Pemerintahan Umum & Hukum  

3. ARIEF ANWAR, SH, M.Si Kepala Bagian Hukum  

4. H. RUS AFFANDI, S.Sos Kasub Bagian Perundang-Undangan  

 


